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PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 910 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 336ITAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BIAYA OPERSIONAL
SEKOLAH (BOS) KOTA BANDUNG PADA PENYELENGGARAAN PRGRAM
SEKOLAH GRATIS TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang . a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan PdageldBiaya Operasional Sekolah
(BOS) Kota Bandung Pada Penyelenggaraan Prograrola®elGratis
Tahun Anggaran 2010 telah ditetapkan dengan ParatWalikota
Bandung Nomor 336 Tahun 2010;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah KatduBg Nomor 07
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Da&rah Bandung
Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran PendapataBelamja Daerah
Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 jo Peraturan WilBandung
Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaraapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimarta deld@ah dengan
Peraturan Walikota Bandung Nomor 719 Tahun 201tatenPerubahan
Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 0@hum 2010
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belmgaah Tahun
Anggaran 2010, maka Peraturan Walikota sebagaimiamaksud dalam

huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;

c. bahwa...
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Mengingat

C.

1.

10.

11.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimdksamh huruf a,
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan WalikaaadBng tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor Tz8@in 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biayaa€lpeal Sekolah
(BOS) Kota Bandung pada Penyelenggaraan PrograrolaébelGratis
Tahun Anggaran 2010;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197Atatey Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan ngrdiadang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undamgty Nomor
8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygieagn
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolasiepotisme;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayashagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tah@4 28ntang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 200iang
Yayasan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuaNggara,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistermdiéi&an
Nasional,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandah Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemarksa
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemkant®aerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhigaternJndang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ké&thsgaUndang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintaharaDae
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perigdan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaeat)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentango&ean Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung denélabupaten
Daerah Tingkat 1l Bandung;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentangidiiean Pra
Sekolah;

12. Peraturan...
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13.
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Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentandidikan Dasar
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perhefaenor 55
tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Peamefdomor 28
Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990angntPendidikan
Wajib Menengah sebagaimana telah diubah dengan tuPera
Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang Perubahas Reératuran
Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pé&midWajib
Menengah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentssgd& Nasional
Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangnaD
Perimbangan;

Peraturan Pemerintdlomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentagmgdfolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentan@apétan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenRembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, PemerinRdrenah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentaajdb\Belajar;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentaegddhaan
Pendidikan:

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentaedorRan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah iselmegaelah
diubah beberapa kali terahir dengan Peraturanderedlomor 54 Tahun
2010 tentang Perubahan kedelapan Atas Keputusamd&meNomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaangBasa
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@86tang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiteteta diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5um&®07 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Ndr@drahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan...
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2@&®fang Tata
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Perigjagegaban

Bendahara serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63ufaR009 tentang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat || BagdNomor 10
Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerzigkat I
Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 28tt&ng Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun B&tdng Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2@®ifang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Bamndung
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerédn Bandung
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PenaRmarah Kota
Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang PembentukanSdeanan

Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2@0fang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPaR@m) 2005-
2025;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomos Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor (%hun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah D@dpdiviD)
Tahun 2009-2013;

Peraturan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor &iurm 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahBéotdung Tahun
Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah denganuReraDaerah
Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2010 tentang PerubAkasPeraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentanggawram
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahggahan 2010;

34. Peraturan...



Memperhatikan

Menetapkan

34. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008atgy Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaisiah diubah
untuk keduakalinya dengan Peraturan Walikota BagdNomor 276
Tahun 2010;

35. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2@®®ang Tata
Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan mBarsieputusan

Walikota, dan Instruksi Walikota;

36. Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2016taibg
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daatain TAnggaran
2010 sebagaimana telah diubah dengan PeraturarkdfédalBandung
Nomor 719 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Réagturan
Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang MPangn
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aerggado ;

1. Instruksi Presiden NomorTdhun 2006 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikanr[3&sabilan Tahun

dan Pemberantasan Buta Aksara;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomg#4/0/2002 tentang

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

3. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No2@&'MPN/KU/2009
tentang Kebijakan Pendidikan Gratis bagi PendidiRasar, tertanggal
25 Februari 2009.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTAN®ERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 336 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN  BIAYA
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA PENYELENGGARAAN
PROGRAM SEKOLAH GRATIS TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banéilomor 336 Tahun
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaara Blagrasional Sekolah
(BOS) Kota Bandung pada Penyelenggaraan Programidelsratis Tahun
Anggaran 2010 diubah sebagai berikut :

Ketentuan...



Ketentuan BAB II, huruf B, angka 2 (dua) diubam détambah 2 (dua) huruf
yakni huruf d, huruf e, huruf f, huruf g diubah dditaembah huruf h dan huruf
I, sehingga BAB II, huruf B angka 2 (dua) selengikap berbunyi sebagai
berikut :

2. Sekolah Menengah Pertama Swasta Madrasah TsanaM@ggdri/Swasta,
dan Sekolah Menengah Pertamam Negeri Induk SekMahengah
Pertama Terbuka,

Alokasi dana sebesar Rp. 23.101.072.000,00 (uuah tiga milyar
seratus satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah)ediptukan bagi 178
(seratus tujuh puluh delapan) SMP Swasta, MTs W&geasta, dan SMP
Negeri Induk Terbuka, dengan kegiatan sebagdkuteri

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) a&ebdé¥p.
1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rbjpia

b. Pengembangan Proses Belajar Mengajar (PBM)esaeb Rp.
2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rgpiah

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana sebesar5&p000.000,00
(tiga milyar lima ratus juta rupiah);
d. Pengembangan Manajemen Sekolah sebesar@GDA@N0,00 (empat

milyar dua ratus juta rupiah);

e. Pengembangan Sistem Penilaian sebesar 38901000.000,00 (satu

milyar lima ratus juta rupiah);

f. Pengembangan Lingkungan Sekolah sebesar BRP0.200.000,00
(dua milyar satu ratus juta rupiah);

g. Pengembangan Budaya Sekolah sebesar Rp. 4.20@0@RQempat

milyar dua ratus juta rupiah);

h. Pengembangan Kegiatan Kesiswaan sebesar Rp. 1080ID0,00

(satu milyar lima ratus juta rupiah);

i. Kegiatan Rumah Tangga Sekolah/Langganan Daya dsmn s&besar
Rp. 2.001.072.000,00 (dua milyar satu juta tujululpudua ribu
rupiah).

Pasal...



Pasal Il

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diugéan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanymelagmngan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Bebi#erah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 Desember 2010
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 47



